KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025 DS:9001-4246-8003-4135
NOMOR : SP DIPA- 137.03.2.692817/2025

A. Dasar Hukum: . .
1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. ReV|S| ke 30
2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Tanggal - 12 Desember 2025

3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga :(137) KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

2. Unit Organisasi . (03) DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

3. Provinsi : (07) SUMATERA UTARA

4. Kode/Nama Satker : (692817) KANTOR IMIGRASI KELAS | KHUSUS TPI MEDAN

Sebesar : Rp. 33.145.222.000 ( TIGA PULUH TIGA MILIAR SERATUS EMPAT PULUH LIMA JUTA DUA RATUS DUA PULUH DUA RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.90 KETERTIBAN DAN KEAMANAN LAINNYA
Kode dan Nama Program dan Kegiatan : Jumlah Uang
Terlampir
C. Sumber Dana Berasal Dari :
1. Rupiah Murni Rp. 22.237.898.000 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri Rp. 0
2. PNBP Rp. - Pinjaman Dalam Negeri Rp. 0
- PNBP TA Berjalan Rp. 10.907.324.000 - Hibah Dalam Negeri Rp. 0
5. Hibah Langsung Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri Rp. 0 - Hibah Luar Negeri Langsung Rp. 0
- Pinjaman Luar Negeri Rp. 0 - Hibah Dalam Negeri Langsung Rp. 0
- Hibah Luar Negeri Rp. 0 6. SBSN PBS Rp. 0
D. Pencairan dana dilakukan melalui :
1. KPPN MEDAN | (004) Rp. 33.145.222.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).

. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).

. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman Ill DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.

. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

N o g wWwN e

Jakarta, 02 Desember 2024
AN. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002



LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-137.03.2.692817/2025

DS:9001-4246-8003-4135

Satker : (692817) KANTOR IMIGRASI KELAS | KHUSUS TPl MEDAN

BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Rp. 5.555.901.000
BF.6161 Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah Rp. 5.555.901.000
WA Program Dukungan Manajemen Rp. 27.589.321.000
WA.6163 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah Rp. 27.589.321.000

Halaman 1 dari 1



Kementerian Negara/Lembaga
Unit Organisasi
Provinsi

Kode/Nama Satker

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-137.03.2.692817/2025
I A. INFORMASI KINERJA

1 (137) KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
: (03) DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
1 (07) SUMATERA UTARA

1 (692817) KANTOR IMIGRASI KELAS | KHUSUS TPI MEDAN

DS:9001-4246-8003-4135

Halaman: | A. 1

Program
Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan

Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output

Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output

Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output

Klasifikasi Rincian Output
Rincian Output
Program

Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan

137.03.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

6161 Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah

6161.BAA Pelayanan Publik kepada masyarakat 14.440,00 Orang, Akta, Bidang, Laporan
01 BAA.001 Layanan Penerbitan Dokumen Perjalanan RI 12000.00 Orang

02 BAA.002 Layanan Penerbitan Izin Tinggal 2440.00 Orang

6161.BHB Operasi Bidang Keamanan 54,00 operasi, Hari Operasi

01 BHB.UO1 Operasi Intelijen Keimigrasian di Wilayah 40.00 operasi

02 BHB.U02 Operasi Mandiri di Wilayah 8.00 operasi

03 BHB.UO03 Operasi Gabungan di Wilayah 2.00 operasi

04 BHB.U04 Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian di Wilayah 4.00 operasi

6161.BIB Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat 20.030,00 Orang

01 BIB.001 Tindakan Administratif Keimigrasian 30.00 Orang

02 BIB.002 Pemeriksaan Keimigrasian di TPI 20000.00 Orang

6161.BKA Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat 6,00 Orang, Kelompok Masyarakat
01 BKA.001 Pengawasan Orang Asing 6.00 Orang

137.03.WA Program Dukungan Manajemen

6163 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah

5.555.901.000

5.555.901.000

1.524.939.000

1.344.730.000
180.209.000

608.820.000

321.620.000
62.670.000
93.881.000

130.649.000

2.947.489.000

344.035.000
2.603.454.000

474.653.000

474.653.000

27.589.321.000

27.589.321.000




DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-137.03.2.692817/2025

DS:9001-4246-8003-4135
I A. INFORMASI KINERJA

Kementerian Negara/Lembaga : (137) KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
Provinsi 1 (07) SUMATERA UTARA
Kode/Nama Satker : (692817) KANTOR IMIGRASI KELAS | KHUSUS TPI MEDAN
Halaman: | A. 2
Klasifikasi Rincian Output 1 . 6163.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 4,00 Layanan, Laporan, Dokumen, 23.924.960.000
Rekomendasi, Unit
Rincian Output . 01 EBA.956 Layanan BMN 1.00 Layanan 10.540.000
02 EBA.962 Layanan Umum 1.00 Layanan 1.292.378.000
03 EBA.963 Layanan Data dan Informasi 1.00 Layanan 384.144.000
04 EBA.994 Layanan Perkantoran 1.00 Layanan 22.237.898.000
Klasifikasi Rincian Output 2 . 6163.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal 253,00 Unit, m2, Paket 2.339.931.000
Rincian Output . 01 EBB.951 Layanan Sarana Internal 252.00  Unit 1.939.931.000
02 EBB.971 Layanan Prasarana Internal 1.00  Unit 400.000.000
Klasifikasi Rincian Output 3 . 6163.EBC Layanan Manajemen SDM Internal 1,00 Orang, Layanan, Rekomendasi 808.998.000
Rincian Output . 01 EBC.954 Layanan Manajemen SDM 1.00 Layanan 808.998.000
Klasifikasi Rincian Output 4 . 6163.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal 3,00 Dokumen, Layanan, Laporan, 515.432.000
Rekomendasi
Rincian Output . 01 EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran 1.00 Layanan 181.599.000
02 EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan 1.00 Layanan 168.997.000
03 EBD.961 Layanan Reformasi Kinerja 1.00 Layanan 164.836.000

Jakarta, 02 Desember 2024
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

ttd.
Agus Andrianto



Kementerian Negara/Lembaga
Unit Organisasi
Provinsi

Kode/Nama Satker

1 (137)

: (03)

1 (07)

: (692817)

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA-137.03.2.692817/2025

| B. SUMBER DANA

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

SUMATERA UTARA

KANTOR IMIGRASI KELAS | KHUSUS TPI MEDAN

DS:9001-4246-8003-4135

Halaman: IB. 1

Pagu Ekuivalen Rupiah
1. Anggaran Tahun 2025 Rp. 33.145.222.000 Ket : a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing uUss 0 Rp. 0
1. Rupiah Murni Rp. 22.237.898.000 (2) RPLN uUss 0 Rp. 0
2. PNBP Rp. b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing uUss 0 Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri Rp. 0 (2) RHLN uUss 0 Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri Rp. 0 c. Pinjaman Dalam Negeri IDR 0
5. Hibah Langsung Rp. 0 d. Hibah Dalam Negeri IDR 0
6. SBSN PBS Rp. 0 e. Hibah Luar Negeri Langsung IDR 0
2. Rincian Pinjaman / Hibah : f. Hibah Dalam Negeri Langsun IDR 0 . A
) : gen gsung (dalam ribuan rupiah)
No. SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH PAGU TAHUN INI RINCIAN DANA BERDASARKAN DANA PENDAMPING
No. NPP/H per Tahun CARA PENARIKAN
No. Register
1. Pinjaman Luar Negeri 1) Mata Uang NPP/H 1) PP
2. Hibah Luar Negeri 2) Ekuivalen USD 2) PL
3. Pinjaman Dalam Negeri 3) Ekuivalen Rupiah 3) RK
4. Hibah Dalam Negeri 4)LC
5) -
Kode Uraian Kode Dana Kode Dana Rp. Pdp Rp.LN Rp.Loc.Cost
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-137.03.2.692817/2025

DS:9001-4246-8003-4135

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (137) KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

Unit Organisasi 1 (03) DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
Provinsi 1 (07) SUMATERA UTARA
Kode/Nama Satker : (692817) KANTOR IMIGRASI KELAS | KHUSUS TPI MEDAN Halaman : II. 1
Kewenangan - (KD) (dalam ribuan rupiah)
BELANJA
KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA BANTUAN LOKASI/ CARA
PEGAWAI BARANG MODAL SOSIAL LAIN-LAIN JUMLAH KPPN PENARIKAN/
SELURUH REGISTER
[51] [52] [53] [57] [58]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
692817 KANTOR IMIGRASI KELAS | KHUSUS TPl MEDAN 16.482.522 14.322.769 2.339.931 - - 33.145.222
137.03.BF|Program Penegakan dan Pelayanan Hukum - 5.555.901 - - - 5.555.901
6161|Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum R 5.555.901 R R R 5.555.901
Keimigrasian di Wilayah
6161.BAA|Pelayanan Publik kepada masyarakat - 1.524.939 - - - 1524939 07.51
(07.51 SUMATERA UTARA / KOTA MEDAN)
04|PNBP - 1.524.939 - - - 1.524.939 004@
6161.BHB |Operasi Bidang Keamanan - 608.820 - - - 608.820, 07.51
(07.51 SUMATERA UTARA / KOTA MEDAN)
04|PNBP - 608.820 - - - 608.820| 004@
6161.BIB|Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat - 2.947.489 - - - 2.947.489| 07.51
(07.51 SUMATERA UTARA / KOTA MEDAN)
04 (PNBP - 2.947.489 - - - 2.947.489 004@




DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-137.03.2.692817/2025

II. RINCIAN PENGELUARAN

DS:9001-4246-8003-4135

Kementerian Negara/Lembaga : (137) KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
Unit Organisasi 1 (03) DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
Provinsi 1 (07) SUMATERA UTARA
Kode/Nama Satker : (692817) KANTOR IMIGRASI KELAS | KHUSUS TPI MEDAN Halaman : II. 2
Kewenangan : (KD) (dalam ribuan rupiah)
BELANJA
KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA BANTUAN LOKASI/ CARA
PEGAWAI BARANG MODAL SOSIAL LAIN-LAIN JUMLAH KPPN PENARIKAN/
SELURUH REGISTER
[51] [52] [53] [57] [58]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6161.BKA|Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat - 474.653 - - - 474653 07.51
(07.51 SUMATERA UTARA / KOTA MEDAN)
04|PNBP - 474.653 - - - 474,653 004@
137.03.WA [Program Dukungan Manajemen 16.482.522 8.766.868 2.339.931 - - 27.589.321
6163 |Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah 16.482.522 8.766.868 2.339.931 - - 27.589.321
6163.EBA |Layanan Dukungan Manajemen Internal 16.482.522 7.442.438 - - - 23.924.960, 07.51
(07.51 SUMATERA UTARA / KOTA MEDAN)
01(RM 16.482.522 5.755.376 - - - 22.237.898, 004@
04|PNBP - 1.687.062 - - - 1.687.062| 004@
6163.EBB|Layanan Sarana dan Prasarana Internal - - 2.339.931 - - 2.339.931] 07.51
(07.51 SUMATERA UTARA / KOTA MEDAN)
04|PNBP - - 2.339.931 - - 2.339.931 004@
6163.EBC|Layanan Manajemen SDM Internal - 808.998 - - - 808.998) 07.51
(07.51 SUMATERA UTARA / KOTA MEDAN)




DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-137.03.2.692817/2025

II. RINCIAN PENGELUARAN

DS:9001-4246-8003-4135

Kementerian Negara/Lembaga : (137)  KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
Provinsi 1 (07) SUMATERA UTARA
Kode/Nama Satker 1 (692817) KANTOR IMIGRASI KELAS | KHUSUS TPI MEDAN Halaman : II. 3
Kewenangan - (KD) (dalam ribuan rupiah)
BELANJA
KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA BANTUAN LOKASI/ CARA
PEGAWAI BARANG MODAL SOSIAL LAIN-LAIN JUMLAH KPPN PENARIKAN/
SELURUH REGISTER
[51] [52] [53] [57] [58]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
04|PNBP - 808.998 - - - 808.998| 004@
6163.EBD |Layanan Manajemen Kinerja Internal - 515.432 - - - 515.432| 07.51
(07.51 SUMATERA UTARA / KOTA MEDAN)
04|PNBP - 515.432 - - - 515.432| 004@
JUMLAH 16.482.522 14.322.769 2.339.931 - - 33.145.222

Jakarta, 02 Desember 2024
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

ttd.
Agus Andrianto



Kementerian Negara/Lembaga : (137)

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-137.03.2.692817/2025
[Il. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

DS:9001-4246-8003-4135

Unit Organisasi 1 (03) DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
Provinsi 1 (07) SUMATERA UTARA
| Halaman : IIl. 1
Kode/Nama Satker : (692817) KANTOR IMIGRASI KELAS | KHUSUS TPl MEDAN (dalam ribuan rupiah)
RENCANA PENARIKAN
NO| KODE URAIAN SATKER JUMLAH
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JuLl AGUSTUS | SEPTEMBER| OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER | SELURUH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1| 92817 KANTOR IMIGRASI KELAS |
KHUSUS TPI MEDAN
RENCANA PENARIKAN DANA 989.461 1.414.634] 3.484.018| 1.743.914 2.119.452 3.711.832 2.157.968 2.010.485 2.060.488 2.479.703 2.861.858 8.111.408] 33.145.222]
BELANJA PEGAWAI 935.810 1.092.941 2.129.319 1.126.937| 1.114.728| 2.190.234] 1.201.169 1.165.916 1.260.722) 1.227.735) 1.350.000 1.687.011] 16.482.522]
BELANJA BARANG 53.650 321.693 1.354.699 616.977 998.725) 667.508 956.799 800.396 799.766 1.251.968 1.119.543 5.381.045) 14.322.769
BELANJA MODAL (o) 0l 0| 0| 6.000) 854.090] 0| 44,173 0l 0| 392.315 1.043.353 2.339.931]
137.03.BF.6161 Penyelenggaraan Fungsi 0 0 393.533 315.714 491.246 191.640) 570.509) 259,953 247.072 404.454 460.784 2.220.997, 5.555.901]
Pengkoordinasian, Pelayanan dan
Penegakan Hukum Keimigrasian di
Wilayah
52 BELANJA BARANG DAN JASA 0 0 393.533 315.714 491.246 191.640) 570.509) 259.953 247.072 404.454 460.784 2.220.997, 5.555.901]
137.03.WA.6163 | Dukungan Manajemen dan Teknis 989.461 1.414.634) 3.090.485 1.428.200) 1.628.206, 3.520.192 1.587.458 1.750.533 1.813.415 2.075.249 2.401.075 5.890.411] 27.589.321]
Lainnya di Wilayah
51 BELANJA PEGAWAI 935.810) 1.092.941] 2.129.319 1.126.937 1.114.728 2.190.234 1.201.169 1.165.916] 1.260.722) 1.227.735 1.350.000 1.687.011] 16.482.522)
52 BELANJA BARANG DAN JASA 53.650) 321.693 961.166) 301.263] 507.479) 475.869 386.290) 540.443 552.693 847.515] 658.759 3.160.048 8.766.868
53 BELANJA MODAL 0 0| 0 0 6.000 854.090 0 44.173] 0| 0 392.315 1.043.353] 2.339.931
PERKIRAAN PENERIMAAN 5.451.060 5.451.060] 5.451.060] 5.451.060] 5.451.060 5.451.060] 5.451.060] 5.451.060 5.451.060] 5.451.060] 5.451.060 5.451.090 65.412.750
- PNBP (425131) 3.083 3.083 3.083 3.083 3.083 3.083 3.083 3.083 3.083 3.083 3.083 3.087 37.000
- PNBP (425211) 3.991.666 3.991.666) 3.991.666 3.991.666 3.991.666 3.991.666) 3.991.666 3.991.666 3.991.666) 3.991.666 3.991.666 3.991.674 47.900.000]
- PNBP (425212) 1.083.333] 1.083.333 1.083.333 1.083.333 1.083.333] 1.083.333 1.083.333 1.083.333] 1.083.333 1.083.333 1.083.333 1.083.337| 13.000.000]
- PNBP (425213) 232.812 232.812) 232.812] 232.812] 232.812 232.812) 232.812] 232.812 232.812) 232.812] 232.812 232.818] 2.793.750
- PNBP (425214) 140.166 140.166 140.166 140.166 140.166 140.166 140.166 140.166 140.166 140.166 140.166 140.174] 1.682.000]

Jakarta, 02 Desember 2024
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

ttd.
Agus Andrianto



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-137.03.2.692817/2025
IVA.BLOKIR

DS:9001-4246-8003-4135

Kementerian Negara/Lembaga : [137] KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

Unit Organisasi

Provinsi

Kode dan Nama Satker

: [03] DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
1 [07] SUMATERA UTARA
: [692817] KANTOR IMIGRASI KELAS | KHUSUS TPl MEDAN

Halaman: IV.A. 1

(dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN KODE URAIAN
692817 KANTOR IMIGRASI KELAS | KHUSUS TPI MEDAN Tidak Dapat Dicairkan Rp. 8.160
Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 3.776.076 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
52 Belanja Barang Rp 3.489.097 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
53 Belanja Modal Rp. 286.979 6161.BHB| Operasi Bidang Kearﬁanan
137.03.BF | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum 521211 _ Belanja B‘t"h""‘n(PNBP)
6161 | Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah Tidak Dapat Dicairkan Rp. 9.220
6161.BAA| Pelayanan Publik kepada masyarakat Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
. 521211 Belanja Bahan(PNBP) Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.600 521213 Belanja Honor Output Kegiatan(PNBP)
Kebijakan Inpres Nomor 1 Tahun 2025, S- 37/MK.02/2025 dan S-75/MK.02/2025 Tidak Dapat Dicairkan Rp. 4.200
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi(PNBP) Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 30.000 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(PNBP)
Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Tidak Dapat Dicairkan Rp. 33.200
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
529141 Belanja Sewa(PNBP) Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 64.609 522141 Belanja Sewa(PNBP)
Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Tidak Dapat Dicairkan Rp. 22.500
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
522151 Belanja Jasa Profesi(PNBP) Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 16.000 522151 Belanja Jasa Profesi(PNBP)
Kebijakan Inpres Nomor 1 Tahun 2025, S- 37/MK.02/2025 dan S-75/MK.02/2025 Tidak Dapat Dicairkan Rp. 10.700
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP) Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
Tidak Dapat Dicairkan Rp 46.692 6161.BIB| Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat
Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh(PNBP)
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Tidak Dapat Dicairkan Rp. 27.360
. . X Kebijakan Inpres Nomor 1 Tahun 2025, S- 37/MK.02/2025 dan S-75/MK.02/2025
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP) . o N ] ) - ) ]
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya




Kementerian Negara/Lembaga

Unit Organisasi

Provinsi

Kode dan Nama Satker

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR : DIPA-137.03.2.692817/2025

1 [137] KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
: [03] DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
1 [07] SUMATERA UTARA

: [692817] KANTOR IMIGRASI KELAS | KHUSUS TPl MEDAN

TAHUN ANGGARAN 2025

IVA.BLOKIR

DS:9001-4246-8003-4135

Halaman: IV.A. 2

(dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN KODE URAIAN

521211 Belanja Bahan(PNBP) 522141 Belanja Sewa(PNBP)
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 463.617 Tidak Dapat Dicairkan Rp. 30.000
Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Kebijakan Inpres Nomor 1 Tahun 2025, S- 37/MK.02/2025 dan S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(PNBP) 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 67.640 Tidak Dapat Dicairkan Rp. 81.776
Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi(PNBP) 137.03.WA | Program Dukungan Manajemen
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.000 6163 | Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah
Kebijakan Inpres Nomor 1 Tahun 2025, S- 37/MK.02/2025 dan S-75/MK.02/2025 6163.EBA| Layanan Dukungan Manajemen Internal

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 521111 Belanja Keperluan Perkantoran(RM)

522191 Belanja Jasa Lainnya(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 374.949
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.100 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
Kebijakan Inpres Nomor 1 Tahun 2025, S- 37/MK.02/2025 dan S-75/MK.02/2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat(RM)

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 6.000
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 60.716 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya(RM)

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 52.900
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 74.630 Kebijakan Inpres Nomor 1 Tahun 2025, S- 37/MK.02/2025 dan S-75/MK.02/2025
Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 521211 Belanja Bahan(PNBP)

6161.BKA[ Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat Tidak Dapat Dicairkan Rp. 127.621

521211 Belanja Bahan(PNBP) Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 37.310 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(PNBP)

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Tidak Dapat Dicairkan Rp. 359.659




Kementerian Negara/Lembaga

Unit Organisasi

Provinsi

Kode dan Nama Satker

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

1 [137] KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
: [03] DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

1 [07] SUMATERA UTARA

: [692817] KANTOR IMIGRASI KELAS | KHUSUS TPl MEDAN

TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-137.03.2.692817/2025
IVA.BLOKIR

DS:9001-4246-8003-4135

Halaman: IV.A. 3
(dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN KODE URAIAN
Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi(RM) 523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 212.000 ~ Bangunan(RM)
Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2000
Kebijakan P ian Belanja N Kebijakan P intah Lai
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya ebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
. o Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
522111 Belanja Langganan Listrik(RM) ) ) )
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 50.000 523121 ‘ Belanja P'em.ellharaan Peralatan dan Mesin(RM)
Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Tidak Dapat Dicairkan Rp. 143.314
) . . . ) . . ) Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya ! yesual I 9 ' I fnny
. Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
522112 Belanja Langganan Telepon(RM) ) ) )
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 18.000 523121 . Belanja P'em'ellharaan Peralatan dan Mesin(PNBP)
Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Tidak Dapat Dicairkan Rp. 14.604
. . " . . N ) ) Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
) . Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
522113 Belanja Langganan Air(RM) ) ) )
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 24.000 524113 _ Belanja P(_erje_llanan Dinas Dalam Kota(PNBP)
Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3230
. L. " . . " . ) Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
. Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
522141 Belanja Sewa(RM)
) L 6163.EBB| Layanan Sarana dan Prasarana Internal
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 18.000 _ )
Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin(PNBP)
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 286.979
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya N P . . . . P .
Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
522141 Belanja Sewa(PNBP : - . . . " . .
) I . .( ) Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 36.000
Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
6163.EBC| L Manaj SDM Int; |
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya ayanan Manajemen nterna
523111 Belania P ih Ged dan B RM 521211 Belanja Bahan(PNBP)
) elanja ?mél araan Gedung dan Bangunan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 15.100
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 210.460

Kebijakan Inpres Nomor 1 Tahun 2025, S- 37/MK.02/2025 dan S-75/MK.02/2025




DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-137.03.2.692817/2025

IWA.BLOKIR DS:9001-4246-8003-4135

Kementerian Negara/Lembaga : [137] KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

Unit Organisasi : [03] DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
Provinsi : [07] SUMATERA UTARA Halaman : VA 4
Kode dan Nama Satker : [692817] KANTOR IMIGRASI KELAS | KHUSUS TPl MEDAN (dalam ribuan rupiah)
KODE URAIAN KODE URAIAN
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(PNBP) 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 367.500 Tidak Dapat Dicairkan Rp. 147.741
Kebijakan Inpres Nomor 1 Tahun 2025, S- 37/MK.02/2025 dan S-75/MK.02/2025 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
522151 Belanja Jasa Profesi(PNBP) 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 8.000 Tidak Dapat Dicairkan Rp. 29.920
Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
522191 Belanja Jasa Lainnya(PNBP) 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP)
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 36.000 Tidak Dapat Dicairkan Rp. 62.095
Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 31.944
Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 10.710

Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

6163.EBD| Layanan Manajemen Kinerja Internal

521211 Belanja Bahan(PNBP)
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 9.320
Kebijakan Inpres Nomor 1 Tahun 2025, S- 37/MK.02/2025 dan S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

522151 Belanja Jasa Profesi(PNBP)
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 20.000

Kebijakan Inpres Nomor 1 Tahun 2025, S- 37/MK.02/2025 dan S-75/MK.02/2025

Jakarta, 02 Desember 2024
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

ttd.
Agus Andrianto



Kementerian Negara/Lembaga : [137]

Unit Organisasi

Provinsi

Kode dan Nama Satker

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-137.03.2.692817/2025
IVB.CATATAN

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
: [03] DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
1 [07] SUMATERA UTARA

: [692817] KANTOR IMIGRASI KELAS | KHUSUS TPI MEDAN

DS:9001-4246-8003-4135

Halaman: IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)
KODE URAIAN KODE URAIAN
692817 KANTOR IMIGRASI KELAS | KHUSUS TPI MEDAN
137.03.WA | Program Dukungan Manajemen
6163 | Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah
6163.EBB| Layanan Sarana dan Prasarana Internal Rp. 400.000
533111 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan
* Pembangunan Unit Immigration Lounge Kantor Imigrasi Kelas | Khusus Rp. 400.000
TPI Medan 71 M2

Jakarta, 02 Desember 2024
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

ttd.
Agus Andrianto



